




































































































































FCIRMULIR DIALOG KINERJA

I ldentitas
NO II, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama ENDANG SETIANIK, S.Sos

2 NIP 19680401 200701 2423
3 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (lll/d)

4 Jabatan Perencana Ahli Muda

5 Unit Kerja Sekretariat

ll Sasaran dan CaPaian Ki a

III PENJELA$AN RENCANA AK$I KEGIATAN CAPAIAN OUTPUT

EKSPEKTASI PIMPINAN
No

Target outpuU hasil yang direncanakan

KUANT
NO

lndikator Kinerja Atasanl Pemilik Kineria/
Ketua tim kerja yang diintervensi SATUAN KUAL WAKTU BIAYA*

1.1 Tersusunnya Dokunren Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 12

1.2 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen 12

1.3 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-$KPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 Dokumen 12

1.4 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Ookumen DPA-SKPD

1 Dokumen 12

1.5 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Pernyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2 Dokumen 12

1.6 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 12

1.7 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1 Tercapainya Nllai SAKIP Dinas PPKB

12 Kegiatan 12

No Kegiatan yang dilaksanakan Waktu Pelaksanaan

1.1.1 Menyusun Dokumen RENJA dan RENJA Perubahan September 2024

1 2 1 Menyusun Dokumen RKA April?024

1 ? 1 Menyusun Dokumen Perubahan RKA September 2024

1.4"1 Menyusun Dokumen DPA Desernber 2024



No Kegiatan yang dilaksanakan Waktu Pelaksanaan

1 5 1 Menyusun Dokumen Perubahan DPA September 2024

1 6. 1 Menyusun Laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan SAKIP Juli 2024
1 7 1 Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SFJ) Kegiatan Pemeliharaan Biaya Pemeliha raan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan
Desernber 2024

IV PENGELOLA,AN REDIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA

No Resiko Rencana Tindak Pengendalian

1.1.1 Menyusun Dokumen RENJA dan RENJA Perubahan Oktober 2024

1 2 1 Menyusun Dokumen RKA Mei 2024

1 3. 1 Menyusun Dokumen Perubahan RKA Oktober 2024

1 ,4, 1 Menyusun Dokumen DPA Desember 2024

1.5.1 Menyusun Dokumen Perubahan DPA Oktober 2024

1,6.1 Menyusun Laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan SAKIP Agustus 2024
1.7.1 Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Biaya Perneli haraan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaslional

atau Lapangan
Desember 2024

PESERTA DIALOG KINERJA

a, Nama : ENDANG SETIANIK, S.Sos
b. NIP : 19680401 200701 2023
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT : Penata Tingkat I (lll/d)

d. Jabatan Perencana Ahli Muda

e. Unit Organisasi Sekretariat

PEJABAT PENILAI

a. Nama SUHARTATIK KUNDARIANA, S.ST., M.MKCS

b, NIP
c. Pangkat, Golongan ruang, TMT Pembina / lVa

d, Jabatan Plt. Sekretaris

e. Unit Organisasi :Sekretariat

w-f: 19680914 198901 2 001















































PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENGANA
Jl. Megantoro Nomor 22 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp. (0358) 321731- Email : bppkb@nganjukkab.go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 1881281K141 1 .30512024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024

a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Nganjuk, diperlukan alat ukur berupa lndikator Kinerja lndividu;

b. bahwa sehubungan dengan maksud ter"sebut huruf a, perlu

menetapkan Indikator Kinerja lndividu (lKl) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20A4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor aa21't;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

244); Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun ZO19 Tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2}rc Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6323);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun z01g tentang penitaian

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repubrik

lndonesia Nomor 63a0);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2a14 tentang sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2afi tentang Tata

cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan

Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah rentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun zolg rentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan

dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2A21 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 .1s.s-1917 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 200g

tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD)

Kabupaten Nganjuk rahun 2a05-z0zg (Lembaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun zo2o tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor g rahun 2016 Tentang

Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun zazz tentang Kedudukan,

susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun zozS tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk rahun zoz4 -2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor g Tahun zazg tentang Rencana

strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk rahun 2oz4 - 2026.



MENETAPKAN :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT ]

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(IKI) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2A24.

Menetapkan lndikator Kinerja lndividu (rKl) Dinas pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam

lampiran.

Indikator Kinerja lndividu (lKl) sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja organsisasi

b. Mengukur keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja organisasi.

lndikator Kinerja lndividu (lKl) Dinas pengendalian penduduk dan

Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dimanfaatkan untuk:

a. Perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah

b. Perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah

c. Petetapan kinerja Satuan Kinerja perangkat Daerah

d. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah

e. Evaluasi Kinerja lnstansi Pemerintah

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka

akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi NGANJUK
Pada Tanggal 4 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

BERENCANA
N NGANJUK

i)1i.r A9

208 199803 1 005


































































